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7 PERATURAN PEMERINTAH

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH

DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

(Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.] Nomor 2 Tahun 2017,
tanggal 18 April 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6
ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/

" PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Ban-
tuan pada Kementerian Negara/Lembaga, perlu
menyusun pedoman dalam rangka pemberian
bantuan pemerintah di Kementerian Ketenagaker-
jaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Pedo-
man Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kemen-
terian Ketenagakerjaan;

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan {Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4279});
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik In-
donesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 ten-
tang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Repub-
lik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5423);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8
Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan
Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Ran-
cangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan
Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancan-
gan Peraturan Menteri di Kementerian Ketena-
gakerjaan {Berita Negara Republik Indonesia Ta-
hun 2015 Nomor 411);

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Nega-
ra Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 622);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/
PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuan-
gan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Peruba-
han Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/
PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian
Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indone-
sia Tahun 2016 Naomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TEN-
TANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN PEMER-
INTAH DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:

1.

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak
memenuhi kriteria bantuan sosial vang diberikan
oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelom-
pok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non
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pemerintah.

| 2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat

dengan PA adalah Menteri yang memegang ke-

_ wenangan penggunaan anggararn kementerian

3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya

disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh
kuasa dari Menteri untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian.

4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya dis-
ingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenan-
gan oleh Menteri/KPA untuk mengambil keputu-

san dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan

pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara.

5. Kementerian Ketenagakerjaan adalah Kementeri-
an yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang ketenagakerjaan.

6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan.

7. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bi-
dang ketenagakerjaan.

Pasal 2
Penyaluran bantuan pemerintah dilaksanakan
dengan prinsip akuntabel, efisien, efektif, transparan,
dan bermanfaat serta dengan memperhatikan rasa ke-
adilan dan kepatutan.

BAB I
PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH
) Pasal 3
Jenis Bantuan Pemerintah di Kementerian Ke-
tenagakerjaan meliputi bantuan:
a. pemberian penghargaan;
b. bantuan operasional;
¢. bantuan sarana/prasarana;
d. bantuan’ rebabilitasi/pembangunan gedung/ban-
gunan; dan
| e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Ban-
' tuan Pemerintah.
Pasal 4
Penerima Bantuan Pemerintah Kementerian
Ketenagakerjaan meliputi:
a. perseorangan;
kelompok masyarakat;
lembaga swadaya masyarakat;
lembaga pendidikan dan pelatihan;
lembaga pemerintah yang menyelenggarakan
urusan [ merintahan bidang ketenagakerjaan di
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daerah; dan
f. lembaga/organisasi masyarakat lainnya yang
bergerak di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 5
Jenis Bantuan Pemerintah sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 3 diberikan dalam bentuk:

a. uang;
b. barang; dan/atau
c. jasa.

Pasal 6

(1} Bantuan Pemerintah: sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 dilaksanakan berdasarkan alokasi
Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara Kemen-
terian sesuai dengan kelompok akun masing-mas-
ing belanja.

{2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) tercantum dalam Lampiran yang meru-
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 7
Kepala Satuan Kerja Unit Eselon | menyusun
petunjuk teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ses-
uai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB Il
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 8

{1) Kepala Satuan Kerja Unit Eselon | sesuai ke-
wenangannya melakukan monitoring dan evalu-
asi. :

{2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dilakukan terhadap:

a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran
Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum
dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan ser-
ta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan

b. kesesuaian antara target capaian dengan real-
isasi.

{3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana di-
maksud pada ayat {1} digunakan untuk mene-
tapkan kebijakan pemberian Bantuan Pemerintah
berikutnya.

Pasal 9
Kepala Satuan Kerja Unit Eselon | harus me-
nyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan
pemberian Bantuan Pemerintah kepada Menteri me-
lalui Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan per-
aturan perundang-undangan.
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10
Pelaksanaan pemberian bantuan Pemerintah
kepada masyarakat berdasarkan Keputusan Menteri
Nomor 324 Tahun 2016 tentang Pemberian Ban-
tuan Pemerintah kepada Masyarakat, dan pelaksa-
naan pemberian program dan anggaran kepada Dinas
Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Ke-
tenagakerjaan berdasarkan Keputusan Menteri Nomor
325 Tahun 2016 tentang Pemberian Program dan
Anggaran kepada Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota
vang Membidangi Ketenagakerjaan masih tetap ber-
laku sampai dengan diundangkannya Peraturan Men-
teri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11 .
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku
maka:

a. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 324
Tahun 20186 tentang Pemberian Bantuan Pemer-
intah Kepada Masyarakat; dan

b. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 325
Tahun 2016 tentang Pemberian Program dan

PENGUMLIMAN / PERATLIRAN PEMERINTAH =

Anggaran Kepada Dinas Provinsi dan Kabupatén/
Kota yang Membidangi Ketenagakerjaan,
dicabut dan dinyatakan tidak beriaku.

Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan pen-
empatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggai 18 April 2017
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2017
DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

(BN )

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN, DAN PEMBAYARAN/
PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERG! DAN SUMBER DAYA MINERAL

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I
Nomor 30 Tahun 2017, tanggal 13 April 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
15 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 ten-
tang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral, perlu menetapkan Per-
aturan Menteri Energi dan Sumber D ya Mineral ten-

tang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, dan Pem-
bayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak
yvang Berlaku pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas
Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak {Lembaran Neg-
ara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);
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